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ABSTRACT 

 

Every human being has eaquality before the law including the right to live 

fostering a family by a marriage, Indonesian constitutional law at Article 28 B 

paragraph 1 of the 1945 Constitution. Meanwhile, the legality of a marriage is based 

on Article 2 of Law No.1 of 1974 concerning Marriage, namely that there is no 

marriage in outside the law of each religion and belief. So it becomes very dilemmatic, 

if the marriage is carried out by a prospective bride of different religions or beliefs. The 

formulation of the problem in this research is, what is the view of positive law and 

human rights in Indonesia on marriages between followers of different religions?  

Focus this study is to analyze the legal aspects of positive law on marriage and 

human rights views on the implementation of marriage between followers of different 

religions in Indonesia. The research method used was normative juridical. The 

approach used in this research is the statute approach, the case approach and the 

conceptual approach.  

The results of the research, in fact Law Number 1 of 1974 as the unification of 

marriage law in Indonesia does not explicitly regulate marriage arrangements between 

followers of different religions, and the positive law that regulates marriage is so thick 

with dominance from the religious aspect, as well as the lack of aspects of human rights 

law accommodated humans. Whereas Article 10 paragraph (2) of the Human Rights 

Law clearly states that a legal marriage can only be carried out with the free will of 

both parties. In this case, the main principle or principle of carrying out a valid marriage 

in a human rights perspective is the free will of the person carrying it out.  

The conclusion in this study is that in the absence of clear regulations regarding 

marriage between followers of different religions, it can be stated that there is a legal 

vacuum. Thus making various interpretations of the law resulting in legal uncertainty 

and rejection of interfaith marriages can be categorized as discriminatory acts.  

 

Keywords: Marriage, Different Religions, Human Rights 
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RINGKASAN 

 

Setiap manusia mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum termasuk dalam 

hak untuk hidup membina keluarga dengan cara melangsungkan sebuah perkawinan, 

sebagaimana maksud Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945. Sedangkan keabsahan suatu 

perkawinan didasarkan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tidak 

ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 

Sehingga menjadi sangat dilematis, apabila perkawinan dilaksanakan oleh calon 

mempelai yang berbeda agama atau keyakinan. Perumusan masalah dalam penelitian 

ini ialah, bagaimana pandangan hukum positif dan HAM di indonesia terhadap 

perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda?.  

Adapaun yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa aspek-

aspek hukum dalam hukum positif tentang perkawinan dan pandangan hak asasi 

manusia terhadap pelaksanaan Perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda di 

Indonesia. Metode Penelitian menggunakan Yuridis Normatif. Adapun pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute 

approach) pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).  

Berdasarkan hasil penelitian senyatanya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 

sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indoneisa tidak mengatur secara tegas terhadap 

pengaturan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, dan hukum positif yang 

mengatur tentang perkawinan begitu kental akan dominasi dari aspek agama, serta 

kurangnya aspek hukum Hak asasi manusia diakomodir. Padahal dalam Pasal 10 ayat 

(2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan 

yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini 

prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah dalam prespektif hak asasi 

manusia adalah kehendak bebas dari orang yang melaksanakannya.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa dengan tidak adanya peraturan 

yang jelas tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, dapat dinyatakan 
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ada kekosongan hukum. Sehingga menjadikan beragam penafsiran terhadap hukumnya 

sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan penolakan atas Perkawinan Antara 

Pemeluk Beda Agama dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.  

 

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Hak Asasi Manusia 
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